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PE RATU RAN DAE RAH PR OVI NSI S UI..AWESI TENGGARA

NOMOR: 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SEJAHTERA

SUI.AWESITENGGARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GU BERN UR SUI.AWESI TENGGARA"

: a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan
meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia
usaha, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah maka
perlu adanya peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal4 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa
Pendirian Bank Perkreditan Daerah berbentuk perusahaan daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
b tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi
Tenggara.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2387);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19O4 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
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964 tentang Pembentukan Daerah llngkat I sulawesirengah dan Daerah
Tingkat I SulawesiTenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor
47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah ringkat lsulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Thmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2697);

3- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1gg2 tentang perbankan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1g92 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3a14, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 19g8 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1g9B Nomor 36g0);

4- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana pensiun (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1gg2 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3aT7):

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun lggg tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3u4);sebagaiman telah
diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 20o4 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4357);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1 99g tentang penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusidan nepotisme (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

7- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor47. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 20o4 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3SS);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400\;

10. Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125
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Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4U4);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkutansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupate (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor4737);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
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Dengan Persetujuan Bers:rma
DEWAN PERWAKTI.AN RAKYAT DAERAH PROVINSI

SULAWESITENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

l'/lenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDTIAN RAKYAT BANK SE'AHTERASULAWESI TENGGAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. DaerahadalahProvinsiSulawesiTenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah provinsi SulawesiTenggara,

3. Gubemur adalah Gubemur SulawesiTenggara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakiran
Rakyat Daerah Provinsi SulawesiTenggara.

5- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara.

6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Sejahtera SuhlvesiTenggara yang selanjuhya
disebut PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara adalah perusahaan DaeratrBank
Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilikioleh pemerintah
Daerah melalui Penyertaan secara langsung yang berasaldari kekayaan daerah ysang
dipisahkan;

7. Pengurus adalah Direksidan Dewan Pengawas;

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengavras pD BpR Bank Sejahtera SulawesiTenggara;

9. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara ;

1 0. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank
atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebilakan dan operasional bank:

11.
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Pegawai adalah pegawai PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara;

Satuan pengawas intem adalah satuan pengawas intem PD BPR Bank Seiahtera Sulau/esi
Tenggara.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang
berbentuk Perusahaan Daerah.

Pasal 3
(1) PD BPR Bank Seiahtera SulawesiTenggara berkedudukan diwilayah ProvinsiSulawesi

Tenggara .

(2). PD BPR Eank Sejahtera Sulawesi Tenggara dapat membuka Kantor Cabang, Kantor
Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuaidengan ketentuan Perundang
-undangan yang berlaku.

(3). Di 'l'ingkat Kabupaten/Kota dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat induk sesuai
ketentuan perahi€n perundang-undangan yang bedaku.

BAB III

. AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
PD 8PR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara dalam melakukan usahanya berazaskan
demokrasi ekonomidengan menggunakan prinsip kehati hatian dan profesionalisme.

Pasal 5

PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara didirikan dengan maksud dan lujuan untuk
membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat Sulawsi Tenggara dan
pembangunan daeEh serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejateranaan rakyat.
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BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6
( 1). PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara mempunyaitugas membangun perekonomian

rakyat dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakan
pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya sebagai Bank perkreditan R;kyat.

(2). Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pD BpR Bank
Seiahtera Sulawesa Tenggara menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat dar/atau lembaga masyarakat di Tingkat Desa/
Kelurahan dalam bentuk tabungan,deposito berjangka dan/atau bentuk lain yang
dipersamakan;

b. Memberikan dan menyalurkan kredit:

c. Memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBl) deposito
berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar Bank lainnya;

e- Menjalankan usaha perbankan lainya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang_
undangan yang bedaku.

BAB V
MODAL

Pasal 7

Modal dasar PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara sebesar Rp 120.000
000.000.00.- (seratus dua puluh mityar Rupiah)

Modal dasar PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara merupakan kekayaan Daerah
yang dipisahkan;

Pasal 8

Untuk memenuhiModaldasar sebagaimana dimaksud dalam pasalT ayat (1) pemerintah
Daerah setiap tahun berftewajiban menambah modal disetor yang besamya ditetapkan
masing-masing dengan Keputusan Gubemurdan Bupaf^/yalikotia setelah tertebih dahulu
daanggarkan dalam APBD;

Penambahan Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setiap tahun
ternitung sejak berlakunya Peraturan Oaerah ini.

(1)

(2).

( 1).

(2).
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Pasal 9

Perubahan Modaldasar sebagai!.nana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB VI
ORGANISASI PERUSAHAAN OAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 10
Organisasi PD BPR Bank Se.jahtera SulawesiTenggara berbentuk Perusahaan Daerah yang
dimilikioleh 1 (satu ) daerah terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VII

KEWENANGAN GUBERNUR

Pasal 11

Gubemur memegang kekuasaan tertinggidan segala we\,venang yang tidak diserahkan kepada
Dewan Komisaris atau Direksi.

BAB VIII

DIREKSI
Bagian Pertama

Umum

Pasal 12
(1). PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara di pimpin oleh direksi yang terdiri dari pating

sedikit 2 (dua) orang DireKurdan paling banyak 3 (i]a) orang Direkturyang satah s€orang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2). Sekurang-kunngnya satu (1) orang ctiantara anggota Direksiwajib berpengalaman datam
opeEsional bank sekurang-kurangnya 2 tahun.

(3). Anggota Direksiwajib memilikisertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi yang ditun uk
oleh bank indonesia.

(4). Dkeksi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Dewan pengawas.

(5). Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggat di witayah keria pD BpR Bank Sejahtera
SulawesiTenggara.

(6) Anggota Direksi dilarang meEngkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat
eks€kutTpada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lainnya.

@. Arggota Direksidilarang mempunyai hubungan keluarya dengan:
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(a) Anggota Direksi rainnya daram hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu,
suami, istri, saudara kandung atau ipardan/atlu

(b) Anggota Dewan pengawas daram hubungan sebagai orang tua , anar(, mertua,
menantu, suami, istri, atau saudara kandung-

(8) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan perarihan rugas
oan \ry€wenang tugas tanpa batas.

Bagian kedua
Pelsyaratan

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah
a. Warga Negara Indonesia;

b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;

c. Sehatjasmani dan rohani:

d. Mempunyai kompetensi, integritas dan reputasi keuangan
e Daftar Peniraian prestasi Kerja (DppK) terakhir dengan nirai rata rata baik atau keterangandari instansi calon yang meliputi loyalitas, Oisi-ptin, tanggungtawab, kejujuran danKepemimpinan:

I Surat keterangan tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Direksiatau anggota DewanPengawas, sebagaimana dimaksud oalam pasaflz ayit-17)
g. Surat keterangan tidak sedang menjabatjabatan eksekutil
h 'r]dak tenhasuk daram daflar orang tercera dibidang perbankan sesuaiderEan yang ditetapkanoleh Bank Indonesia;

i' Memiliki_latar berakang pendidikan paring rendah setingkat Diproma fir atau sariana Mudaatau terah menyeresaikan paring sedikit 110 (seratus stputuh.) sKS datam p"niiaitrn s-[
j. Bersedia mengembangkan pD BpR Bank Sejahtera SulawesiTenggara secara sehat.

Bagian ketiga

Pongangkatan

Pasal l/t
(1). Anggota Direksi diangkat oreh Gubemur untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;

(2)

(3)
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Sebelum pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan, terlebih dahulu wajib mengikuti FeetAnd Propertest (penilaian Kemampuan
dan Kepatutan) oleh Bank lndonesia:

Gubernur setelah menerima persetujuan dari Bank lndonesia, segera menerbilkan
Keputusan Gubemur lentang Pengangkatan Anggota Direksi;

(4) sebelum menjalankan tugasAnggota Direksidi lantik dan diambir sumoah oreh Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk,

(5). Setiap pengangkatan Anggota Direksi pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri Kepulusan Gubernur tentang
Pengangkatan Anggota Direksipaling lama 1O (sepuluh) hari setelah pengangkatan,

(6). Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 14 (empatbetas) hari sejak Keputusan Gubernur tentang
Pengangkatan Anggota Dileksi di terbiikan;

O). Proses pengangkatan Direksi yang baru, dilaksanakan oleh Gubernur paling lambai 90
(sembilan puluh) harisebelum masa jabatanAnggota Direksi berakhir.

(8). Dalam halterjadi perpanjangan masa jabatan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/
atau dewan Pengawas,calon anggota Direksi danlatau Dewan pengawas waiib
memperobh persefujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkatdan menduduki iabatanya.

Bagian ke€mpat
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

(1). Dalam hal Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir, meninggal
dunia,diberhentikan oreh Gubemur serama betum ditetapkan okeksi yang aefii-itif,

- Gubemurd€pat menunjuk/mengangkatAnggota Direksiyang lama atrau seorang pejabat
struKural PD BPR Bank Sejahtera provinsi Sulawesi Tenggara sebagai-pejabat
sementara dengan persetujuan Bank Indonesia;

(21 Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubemurdan tidak dilakukan pelantikan serta pengambilan sumpah
jababn-

(3). Keputusan Gubernur sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) berraku paring rambat 6
(enam) bulan.

(4). Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan pD BpR Bank seiatera
Provinsi Sulawesi'Ibnggara setelah memperoleh persefujuan Dewan pengawas.



Bagian kelima

Tugas, fungsi dan wewenang

Pasat 16
('l). Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan melaksanakan koordinasi dan

pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara..

(2). Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat mengadakan keriasama dengan
pihak lain dalam upaya mengembangkan PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara.

(3). Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat
Eksekutif pada lembaga perbankam,perusahaan alau lembaga lain.

(4). Anggota Direksidilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.

Pasal t7
(1). Dalam malaksanakan iugas sebagai manadimaksud dalam pasal 16ayat(j)danayat

(2) masing-masing Direksi mempunvai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi.

(2). Direktur mempunyai tugas pe,Ttbinaan dan pengendalian atas Unit Kerja pD BpR Bank
Sejahtera Sulawesi Tenggara.

(3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (Z), masing -
masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur oleh DireKur Utama.

(4). Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempavberhalangan lebih dari
6 (enam) harti keria, Direksi menuniuk 1 (satu) orang pejabat strukturat pD BpR Bank
Sejahtera Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana tugas Direksi,

(5). Penunjukan pejabat struKural PD BPR Bank SeiahteE SulawesiTenggara sebagaimana
dimaksudpada ayat (40 ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan di ketahuioleh Dewan
Pengawas.

(6) Keputusan Direksi sebagaiman dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 15 (lima
belas) hari.

Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Dkeksimempunyaifungsi:

a, Pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara berdasarkan
kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;

b. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pD BpR Bank
Sejahtera SulawesiTenggara Kepada Gubernur melalui Dewan pengawas yang meliputl
kebUakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan dan kepegawaian,
umum dan pengawasan untuk mendapatkan penoesahan,

c. Penyusunan dan penyampaian Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba hasil usaha dan
kegiatan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Gubemur melalui Dewan Pengawas,

d. Penyusunan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan pubrlik yang terdiri Neraca
dan Laporan Laba/Rugi wajib disampaikan pasa Gubernur melalui Dewan pengawas untuk
mendapat p€ngesahaan.

Pasal 19
Oireksi mempunyai wewenang :

a. Mengurus kekayaan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara;

b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
berdasarkan peraturan kepegwaian PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara;

c. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
dengan persetujuan Dewan Pengawas;

d. Mewakili PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara di dalam maupun di tuar pengadilan;

e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili
PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara;

f. Membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Gubernur atas
pertimbangan Oewan Pengawas;

g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik
PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara berdasarkan persetu.iuan Gubernur atas
pertimbangan Dewan Pengawas;

h. Menetapkan perjalanan dinas bagi Dewan pengawas, Direksi dan pegawai pD BpR Bank
Sejahtera Sulawesi Tenggara.

Pasal 20.
(1) Anggota Direksi berhenti karena :

a. Masa jabatannya berakhir;

b. MeninggaL dunia;

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur karena



a. permintaan Sendiri,
b. Reorganisasi;

c. Melakukan tindakan yang merugikan pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara,d. Melakukan tindakan dar
atau Negara, n atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah

e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara waiart T,dak memenuhi syarat sebagaiAnggota DrreLsr sesuar ke
- undangan. ' - vvvqvar ^ rgguLir ulreKsl sesual ketentuan peraturan perundang

('r) Anssota Direksi yans didusa me,"n,,ll"jj,il,",r. ,"0"o",,
i:#"1 j:] 

n,',i 
" 

"o o"n'" o oe rnen t * iri ii;;; "."ffi tilTJ:5:3 :3il T n:,1
(2) Apabila datam persidangan sebagarmana dimaksud pada ayat ( 1 ) anggota Direksi yangoersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah. maka vJmenerima keputusan yang ditetapkan ;6;il;;'puf;,i"Jg oersangkutan dianggap

('t ) Paling lambat (1 ) satu buran sgun *",n"o""ur'#,,un sementara, Dewan pengawas sudah
Ti"tuT"l sidang yang di hadiri 

"r.n e"gg.t"-Dir"klibersangkutandaberhentikinatauOrrehabilitasi. unluKmenetapkanyang

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewanpengawas betum metakukan per-sidang"" ;;k; ;;;;;;;erhentian sementara baraldemi hukum dan yang bersangkutan meLt.anatan tug"Jrlmlrrseoagaimana mestinya.
(3) Apabila dalam persidangan,sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) anggota Direksi yangDersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang oersangkutan dianggapmenenma keputusan Dewan pengawas.

(4). Keputusan Dewan penoawa
K.b"t"; c";;;r-"Y'-ds 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' ditetapkan dengin

(5) Ap€bira perbuatan yang dirakukan oreh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, makayang Dersangkutan diberhentikan dengan tiJak hormat

pasal 23.
(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paring rambat 15 (rimaberas) hari sejak diterimanyaKeputusan Gubemur tentang pembe.n""ii"" 

""org#"Il"ar ,"x"uo o" ram pasar 22ayat (4) dapat mengajukan kdoeratan sec€ra tertulis kepada Guoemur

(2)

(3)

- to_

Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan. Gubernur harus
mengambil keputusan keberatan.

Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubemur betum
mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Gubernur tentang
Pemberhentian batar demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembari
sebagaimana mestinya

(1)

(2)

Pasal 24.
Direksi yang diduga melakukan tindak pidana, di proses sesuai peraturan perunoang-unoangan
yang berlaku.

Pasal 25
Selama menunggu proses pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, sampai ada
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Direksi yang
bersangkutan di berhentikan sementara dari jabatananya.

Selama daberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang
bersangkulan berhak menerima 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji pokok paling iam-
6 (enam) bulan.

Pasal 26

Direksi yang ternyata tidak terbukti merakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud daram
pasal24, hak-hak kepegawaiannya di kembalikan seperti keadaan semula serta di rehabilitir
nama baiknya kecuali tentang masa jabatannya di sesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Hak, penghasilan dan penghargaan

Pasal 27
(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :

a. Gajipokok yang b€sarnya :

'1) Direktur Utama pating banyak 2,5 (dua koma tima) X gaji pokok tertinggi pada
daftar skala gali pokok pegawai,

2) Direktur paling banyak B0 o/o (delapanpuluh perseratus dari gaji pokok yang diterima
oleh Direktur Utama.

b. TunjangaMstri, anakdan tunJangan kemahalan serh tunjangan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-lndangan yang berlaku;

c. Tunianganjabatannya yang besamya pating banyak 1 (satu) X gaji pokok.
(2). Anggota Direksi mendapat fasititas :



" i"ffHttri:ffiH:"A"setratan vans lavak termasuk istri/suami dan anak sesaui
dengan Keputusan o'l?.?"o 

Bank seiahtera sulawesi renggai" ;";;;;;i:;
o lTll gi1" 

"ngkap 
denganperaboran standar atau pengganti sewa rumah sesuaioengan kemampuan pD BpR Bank Se;rntee Sur"*J.iTenggara;

. 
[il:*""" 

Dinas sesuai dengan kemampuan pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi

d. Setiap bulan kepada Drektur Utama dapal diberikan dana penunjang, danaoperasioanalyang bersamya paling b""y"t i ir"irf X p.nghasrtan sebulan;

" inlil;:;;ff;#iS r:":T Parins banvak zs % (tujuhpuruhrima perseratus) dari
ensien ianeter<iiru^il;ff:ill1i,il"lTlfnoo'nu'nnva diaturoreh Direksisecara

c' g:flii1?:;5J,Tlffi'"'" o..oo'ksisesuaidensan kemampuan pD BpR Bank

(t' 
;:::?il::5fl:i,ilf;"1';l::I'"'.'eb-asaimana damaksud.pada avat (1) dan (2)

g:ipb':,*"s"i",,"i"i""ji:'1L'i#ff,il,l'r?fi AH:fil3J':i:t1i;iijil:i
i""fi""T"H#:*,13%r(empatpuluh 

pet se."tus lo"i,ioiarliaya beroasarkan rearisasi

(1 ) Angsota-Direksi setiap 
"khi,,""" 

j:;:t:ln2l"no"p"t"n,u.
besamyas % (rima peiseratus) dihitung o.iir"; 

"-J#r;il;;;B€',}li:X?l:F:,:::fldari tahun sebelum akhir masa jabata" 0""g"" p"ii""jinlll oir"t trr. ,"ndapat Bo %(delaDanpuluh perseratus) dariDirektur Utaira '- -- ''"'"""
(2) Anggota Direksi yang diberhelllTjengan hormat sebetum masa Jabatannya berakhirmendapat uang jasa pensabli:l,::-bagiir*" o_"k"rJp"o" 

"y", 
(r) o"ngan syaratsetetah menjatankan tugasnya setam" p.f ing,"dikjil.d,i)jlnrn o"ng"n perhitunganram€nya bertugas dibagi dengan masa iaoajan fafi S ,i" il,nia-rraba seberum dipotons fojak seterah oi"Loiffir "llJr,;,il:ff:lXf.) 

dihituns darl
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Bagian Ketujuh

Cuti

Pasal 29
(1 ) Anggota Direksi memperoleh hak cut j metiputi :

a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (duabelas) hari ker.ja,

b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
(2). Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diajukan kepada Dewan pengawas
(3) Daramhar permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tidakdikabulkan oleh Dewan pengawas kepada Direksi diberitan ienggantian datam bentukuang sebesar2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir
(4) Anggota Direksi y€ng menjalankan cuti sebagajmana dimaksuo paoa ayat ( 1 ) diberikanpenghasilan penuh.

BAB X

OEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30
(1) Anggota Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, salah seorang dtangkat sebagaiketua Dewan pengawas.

(2). Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari :a 1 (satu) orang dari unsur birokrasi diringkungan pemerintah Daerah;b 2 (dua) orang dari unsur akademisi dan atau profbsionar dibidang perekonomiandibagian perbankan.

(3) Paling sedikit 2 (dua) angsola D:y-"l 
?gnS"*-T:ebagaimana dimaksud pada ayat (1 )wajib memiliki pengetahuan dan pengalam-n dibidang i"rO"n*"n

(4). Dalam menjalankan tugasnya Dewan pengawas bertanggungjawab kepada Gubemur.
(5) Antar sesama Anggota Dewan pengawas dan atau antara Anggota Dewan pengawas

dengan Anggota Direksi tidal
menurut saris ruru,,",o,n-*f,1i.,1;tT*::ff *1'ffi ;go"' 

o;'a"t r."t'sJ, o"ix



(6) Anggota Dewan pengawas,tidal boleh mempunyai kepentingan pnbadi baik langsungmaupun tidak langsung pada pD gpR Bank Sej"ntu."-Sri"*.", tenggara atau BadanHukum/Perorangan yang drberi kredit oleh pD BFR Bank Se.jahtera Sulawesi Tenggara.
(t) 

l1g9_?l: 
Dew^an pengawas hanya.dapat merangkapjabatan seDagar pengawas patinobanyak pada 2 (dua) Bank perkredita" n"kvrr"tZrl i""t"] ernk Umum

(8) Anggota Dewan pengawas tidak boleh merangkap Direksi di Bank perkreditan Rakyalatau Bank Umum atau Lembaga keuangan tainiya-
(9). Gubernur atau Wakil Gubernur tjdak boleh menjabat sebagai Dewan pengawas

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 31.
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan pengawas adatah :
a. Warga Negara Indonesia;

b. Mempunyai akhlak dan moral yang bark;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Mempunyai Kompetensi, Integritas dan Reputasi Keuangan;

e. Tidak ada hubuogan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4),
t 

Ii:LiTST':i, g*[,ffffS::"t tercera dibidans Perbankan sesuai densan vans

g. Mempunyai pengetahuan yan,perbankan: g memadai dan relevan dengan jabatannya dibidang

n *r-Yli 9". llllgu menjatankan kebijaksanaan Gubernur daram pembinaan danpengawasan pD BpR Bank Sejahtera S-utawesi fen-glara. 
-"

(1)
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Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 32
An-ggota Dewan pengawas diangkat oleh.Gubernur untuk masarabatan 3 (tiga) tahun dandapat diangkat kembati untuk 1 (satu) kati masa jabatan;

::?:lu1.rynSa:skaran Anggota Dewan pengawas ditetapkan, tertebih dahulu diwajrbkanmengrkuli fit and properlest pada Bank InOonesra

Setiap calon anggota Oewan pengawas yang akan mengikuti FitAnd propetest padaBank Indonesia wajib melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
Pengajuan calon anggota Dewan pengawas dlsampaikan paling lama 90 (sembilanpuluh)hari sebelum masa jabatan anggota du_"n e.ngJr", ffi'fr"# o.rann,.

(5) Gubernur seterah menerima persetujuan dari Bank Indonesra segera menerbitkanKeputusan cubernur tentang pengangla"";g9r" ;"n"l"n'F"nn"*"..
Sebelum menJalankan tugas Anggota Dewan pengawas di lantik dan diambil sumpaholeh Gubemur atau pejabat yang drtunjuk

ll,:l^?:in?"nr:tan Anggota Dewan pengawas pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi
^,-"19Srr1t 

cti laporkan kepada Bank Indoneiia a"ngrn ;if..pii Kepurusan Gubernurtentang PengangkatanAnggota Dewan pengawas seLrO"t_ i"l,l"iny" rO (sepuluh) harisetelah tanggal pengangkatan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah.jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilakukan paring rama 14 (emoatberas) 
.nari se;ai iefuius*ari croernrr tentangpengangkatanAnggota Dewan pengawas dr terbitkan

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi dan wewenang

Pasal 33

?^e]v-an 
Pengawas mempunyai Tugas 

.menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan

i##:*^' 
pengendalian dan pembinaan terhadap pb BpR Bank sejahtera srr.*..i

Pasat 34

(1) Pengawasan dilakukan Dewan pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadapcara penyelenggaraan Tugas Direksi

(2)

(3)

(4).

(6)

(7)

(8)
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam
tanpa mengurangi kewenangan pengawasan diluar pD BpR Bank Se.iahtera Sulawesi
Tenggara.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :

a. Perodik sesuai denganjadwal yang telah ditentukan.

b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu

(4) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas, untuk
meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BpR Bank Sejahtera Sulawesj Tenggara

Pasal 35

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Dewan pengawas mempunyai
fungsi:
a. Penyusunan tata c€ra pengawasan dan pengelolaan PD BpR Bank Sejahtera Sulawesi

Tenggara;

b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara,

c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi
Tenggara;

d Pembinaan dan pemgembangan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara

Pasal 36

Dewan Pengawas mempunyai wewenang;
a. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BpR Bank Sejahtera Sulawesi

Tenggara kepada Gubemur untuk mendapat pengesahan;

b. Meneliti Nerac€ dan Perhitungan Rugi Laba yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat
pengesahan Gubemuq

c. Memberikan analisa, pertimbangan dan saran sec€ra tertulis, baikdiminta atau tidak kepada
gubernur untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara;

e. Mengusulkan penghentian sementara Anggota Direksi kepada Gubernur melalui Dewan
Pengawas;

t Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

-19_
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Pasat 37

(1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan pengawas dapat dibentuk
Sekretariat Dewan pengawas atas biaya pD gpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
yang beranggotakan sebanyak_banyaknya 2 (dua) orang

(2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Dewan pengawas

(3). Kepala Sekretariat Dewan pengawas bukan Anggota Dewan pengawas.

(4). Anggota sekretariat Dewan pengawas ridak boleh berasal darr pegawai pDBpRBank
Sejahtera Sulawesi Tenggara.

(5). Tugas Sekretariat Dewan pengawas ditetapkan oleh Dewan pengawas.

(6) Pembentukan sekretariat Dewan pengawas didasarkan atas penrmbangan efrsiensi
pembiayaan PD BpR Bank SeJahtera Sulawesi Tenggara.

Bagian Keenam

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 38
(1) 

-Ulrtuk 
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal33, 34,

35, 36 dan 37, Dewan pengawas sewaktuwaktu dapat mengadakan rapat atas permintaan
Ketua Dewan pengawas.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olek Ketua Dewan pengawas atau
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya lebih dari 11satu) orangAnggota Dewan pengawas, dilakukan
atas dasar musyawarah dan mufakat untuk memperoteh keputusan.

(3) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tig;) hari.

(4). Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 2(dua) kali.

(5). Dalam halrapat setelah ditunda 2 (dua) kati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih
belum memperoleh kata mufakat, keputusan diambiloleh Ketua Dewan p"nga*"s



(6)
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setelah berkonsultasidengan Gubemurdan memperhatikan pendapat paraAnggota Dewan
Pengawas.

Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilaksanakan paling sed'n,, O 1"rnp",1kalidalam 1 (satu) tahun atas undangan/permintaan Dewan pegawas.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. Masa.jabatannyaberakhir,

b. Meninggaldunia;

c. Diberhentikan oleh Gubernur.

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur sebagatmana drmahsud
pada ayat (1) hurufc karena :

a. Permintaan sendiri;

b Alihtugas/jabatan/organisasi/reorganisasi.

c. Melakukan tindakan terhadap pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara.

d. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau
Negara.

e. Sesuatu hal melaksanakan tugasnya secara wajar;

t Tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai kerentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40
Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana damaksud
dalam pasal 39 ayat (2) hurufc, d dan e diberhentikan sementara oleh Gubemur

Gubernur memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-arasanva.

(1)

(2)

(1)

(2)

-21

Pasal 4l
(1) Paling lambat 1 (satu) buran sejak pemberhentian sementara,Gubernur meraksanakan

rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan pengawas untuk menetapkan pemberhentian
atau rehabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) butan sebagaimana dimaksud ayat (.j ) Gubernur betum
melaksanakan rapat maka Surat pemberhentian Sementara batal demi hukum

(3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Anggota Dewan pengawas
tidak hadirtanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menenma Keputusan
yang dttetapkan dalam rapat.

(4). Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur:

(5). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan pengawas merupakan trndak
pdana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasat 42.

(1) Anggota Dew_an pengawas yang diberhentikan, pating lambat 15 (limabelas) hari sejak
di terimanya Keputusan Gubemur tentang pemberhentiannya dapat mengalukan keberatan
secara tertulis kepada Gubernur.

(2) Paling larnbat2 (dua) bJlan sejakditerirnanyakebe€tan, Gubernur $./dah mengarnbalKeputusan.
(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak

mengambil keputusan, maka Keputusan Gubernur mengenai pemberhentian batal demi
hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembaliseDagatmana mestrnya

Bagian kedelapan
penghasilan dan penghargaan

Pasal 43

Dewan Pengawas diberikan honoranum seDesar :

a. Ketua Dewan Penga\,vas paling banyak 40 % (empatpuluh perseratus)dari penghasilan
Direktur Utama;

b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak BO % (delapanpuluh perseratus) dari
honorarium Ketua Dewan pengawas;

Ketua Dewan Pengawas dan Anggola Dewan pengawas memperoleh Jasa produksi
sesuar dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44
DT3l' P.e-nS:yfs mendapat uang iasa pengabdian dari laba sebetum dipotong pajak,
setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masalabatannya paling banyak 40016

(1)

(2)

(1)



(1)

(2)

(3)

(empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan
penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat ( l ).

Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatanya
berakhir, mendapatiasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling
sedikit 1(satu) tahun.

Besarnya uang jasa pengertian sebagajmana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas
perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatnya yang ditentukan

BAB XI

(EPEGAWAIAN
Baqian Pertama

Umum

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Manajemen kepegawaian PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara berpedoman pada
Keputusan Direksitentang pedoman pengelolaan kepegawaian PD BPR Bank Se.iahtera
Sulawesi Tenggara yang disetujui oleh Gubemul

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus memenuhi persyaratan :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

c. Mempunyai p€ndidikan, kecakapan dan keahlian yang dipedukan;

d. Dinyatakan sehat oleh Dokteryang ditunjuk oleh Direksi;

e. Usia paling tinggi 35 (tigapuluhlima tahun);

I Lulus ujian seleksi

Pasal 46

Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian
honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kontrak kerja.

Tenaga honorer/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak diperkenankan
mendudukijabatan.

(1)

(2)

(3).

(2)

(3)

(1)
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Pasal 47
(1 ) Mantan pegawai pD BpR Bank seiahtera surawesi renggara yang mempunyar keahrianyang sangat dipedukan dapat diangkat oleh Direksi meniadi tenaga kontrali/honorer untukpaling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan galr butanan paling sedikrr
sebesar gaji pokok pada saat berhenti

Bagian Kedua
Hak dan Penghasilan

Pasal 48

(1 ) Setiap pegawai tetap berhak atas gaji pokok, tunjangan _ tunjangan dan penghasilan
lainnya yang sah sesuai dengan pangkatjenis pek;rja;n dan tanggungawabnya.

(2) Penyusunan skala gaji pegaw€i pD BpR Bank sejahtera sulawesi renggara dapat
l:ng"* pada prinsip - pnnsip^ skata gaji pegawai Negeri Sipit Oisesrail"an Oenjank€butuhan dan kemapuan pD BpR Bant Sqanilra SutariesiTenggara yang di tetapi;ndengan Keputusan Direksi.

(3) Calon pegawai menerima gaji sebesar 80 % (delapanpuluh perseratus) dari gaji pokok.

(4) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tldak boleh kurang dariketentuan upah minimum daerah

(5) 
.Pemberian hak pegawai 

".?:q1l"l" dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengankemapuan dan skala usaha pD BpR Bank Sejahtera Suta*esifenggara.

Pasal 49
Pegawai berhak rnendapat cuti tahunan, cuti besa( cuti kawin, cuti sakt, crjti karena alasanpentlng serta cuti diluar langgungan pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara yangpelaksanaannya di atur dengan. Keputusan Direksi ientang i"oor"n pengelolaan
Kepegawaian PD BpR Bank Sejahtera Sulawesi.Tengg ,r" - -

Pegawaiyang meraksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap diberikanpenghasilan penuh, kecuali cuti diruar tanggungan po EieR e"'nt s"i"nt.r" surawesiTenggara.

Pasal 50
PD 8PR Bank Sejahlera SulawesiTenggara waiib menyelenggarakan Dana pensiun danatau tunjangan4aminan hari tua bagi Diirefst Oan peg;ai t"iip 

- -

(1)

(21

(1)



(2)

(3)

Dsna pensiun dan atau tunJangar/jaminan hari tua sebagai mana dimaksud pada ayat (1 )

dapat bersumber Pada :

a.|uaranPensiundanatautunjangar/jaminanharituadariDireksidanPegawaiPDBPR
Bank Seiahtera Sulawesi Tenggara,

b. Bantuan dari biaya operasiona'l PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara'

c. Bagian daridana kesejahteraan PD BPR Eank SeJahtera Sulawesi Tenggara.

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Penghargaan Masa Kerja dan Jasa Pengabdian

Pasal 5l

Penghargaan masa kerja dan tanda jasa pengabdian bagi pegawai PD BPR Bank

Sejahtera Sulawesi Tenggara dengan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan

Kepegawaian PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Ter rggara.

Sumber dana yang digunakan untuk memberikan petrqhargaan masa kerja dan jasa

pengabdian p€gawaadaridana kesejateraan PD BPR B:,'rk Sejahtera SulawesiTenggara

BABXII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
PERENCANAAN

Pasal 52

Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR BanL Sejahtera Sulawesi Tenggara

yang dicapaidalam jangkawaktu 5 (lima) tahun.

Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pr,oa ayat (1) ditandatangani oleh

Direksi bersama Dewan Pengawas dan disampaikan kei', r'ra Gubernur untuk mendaPat

pengesahan.

Pasal 53

Direksi PD BPR Bank Sejahtera SulawesiTenggara waltb menyusun rencana kerja dan

anggaran tahunan PD BPR Bank Sejahtrera Sulawesi Tenggara yang merupakan
peniabaran tahunan dari renc€na jangka paniang sebagaimana dimaksud pada pasal 52

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum buku berakhir

Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank S,qFhtera $:lawesi Terqgara

sebagdrmana d'lmaksud pada ayat t1) palng sedikrt memuat :

a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan,

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2\

(3)
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b. Hal+ralyang memerlukan Keputusan Gubemur

Rancangan rencana kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi
Tenggara yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disamparkan kepada
Gubemur untukmendapatkan pengesahan.

Pasal 54
Apabila sampai permulaan tahun buku Gubernur tidak memberikan pengesahan, rencana
kerja tahunan dan anggaran tahunan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesj Tenggara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) maka rancangan rencana kerja dan
anggaran tahunan p€rusahaan daerah danyatakan berlaku.

Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi
Tenggara dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Gubernur

Rencana kerja dan anggaran PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara yang telah
mendapat pengesahan Gubernur disampaikan kepada Pemimpin Eank Indonesia
serempar.

Pelaksana renc€na kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi
Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 55

Direksi menyampaikan Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi/
laba sesuai Peraturan Bank Indonesia kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada
Gubernur setelah berakhimya tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.

Direksiwajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPRBank
Sejahtera Sulawesi Tenggara yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Gubernur
dengan tembusan, Menteri Dalam Negeridan pemimpin Bank Indonesia

Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan rugi/
laba yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi
Tenggara setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan hasil audit pada media cetak.

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(21

(3)
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BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 56
(1) Tahun Buku PD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara adatah Tahun takwin.
(2) Laba bersih Buku pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara setetah dikurangi pa]akyang telah disahkan oleh Gubernur ditetapkan sebagai beriiut :a. Eagian laba untuk Daerah 50 o/" (lima puluh ier seratus);b. Cadangan umum 15 oA itir" t"t". p., 

""r"ir.,1;c. cadangan tu.iuan 15 oz" 
itima betas per seraius.l;d. Dana kesejahteraan .10 o/. isepuluh pe1. 

"u..tr"je. Jasa produksi 1O % (sepuluh per seratus).

(3) Bagian laba untuk Daerah Seb€gaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa dianggarkandalam penerimaan Anggaran pendapatan eefan;a 'Oaeiafi 
IApBD) Tahun Anggaranberikutnya.

(4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untukmembiaya hal-hal yang tidak dapat diduga dan atau belum dianggarkan sebelumnya sertauntuk memperkuat modaryang peraksanaanya ditentukan oreh dubemur at". ,rrr'oirur..i
(5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksu pada ayat (2) huruf c penggunaannya ditentukanoleh Direksi setelah mendapat persetujaun Gubernur'

(6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)huruf d djanggarkan untukdana pensiun dan atau tunjangan hari tua, perumahan, Uiuyu p.ngoOut"n bagi Direksidan pegawai,penghargaan pegawai, kepentingan sosiai dun l",ny".

(7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufe pengguanaannya dttetapkanoleh Direksi dengan persetujuan Gubemur.

BAB XIV
STRUKTUR ORGANISAST DAN TATA KERJA

Pasal 57
srruktur organisasa dan tata kerja pD BpR Bank sejahtera surawesr Tenggara dibentuk danditelapkan dengan keputusan Oireksi.
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BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 58

(1) Pembinaan umum dan pengawasan PD BPR Bank Se.iahtera SulawesiTenggara dilakukan
oleh Gubemur.

(2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAE DAN TUNTUTAN GANTT RUGI

Pasal 59

(1) Anggota Direksi dan atau pegawai pD BpR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara yang
dengan senga.,a maupun tidak disengaja atau karena kelalaianya menimbulkan kerugian
bagi PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara,wajib mengganti kerugian ylng
dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KERJA SAMA

Pasal 60

PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga
keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha mengembangkan mana.iemen dan profesionalisme
oerbankan.

BAB XVIII
ASOStASI

Pasal 61

(1) PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara menjadi anggota perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat Milik pemerintah Daerah.

(2) PD BPR Bank Se.iahtera Sulawesi Tenggara dapat memanfaatkan perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat Milik pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatanj
kegiatan kerja sama antar perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakvat. dan berkoordinasi
dengan Instansi terkait di pusat dan daerah.
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BAB XIX
PEM BUBARAN

Pasal 62

(1) Pembubaran PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

(2) Gubernur menunjuk panitia pembubaran PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).

(3) Dalam hal teqadi pembubaran PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dan ayal (21terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank
Indonesia

(4) Apabila PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara dibubarkan, semua hutang dan
kewaiiban keuangannya, dibayar dari harta kekayaan PD BPR Bank Sejahtera Sulawesi
Tenggara dan sisa lebih/kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 63
( l ) Gubemur menyelesaikan hak, kewa.iiban dan kekayaan Direksi maupun pegawai pD BpR

Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara yang dibubarkan.

(2) Pembubaran PD BPR Bank Se.jahtera Sulawesi Tenggara dilaporkan oleh Gubernur
kepada Menteri Oalam Negeri dan Bank Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Hal-halyang belum diaturdalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya ditetapkan
dengan Peraturan Gubemur

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah inidengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

H. NUR ALAM
Diundangkan di Kendari
Padatanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAEMH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2OO9
NOMOR2
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Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 18 Mei 2009

GUEERNUR SULAWESI TENGGARA,


